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RINGKASAN

Ahmad Fitra Firdaus. Desember 2023. KONSTITUSIONALITAS
PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Skripsi, Program
Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,
76 halaman. Pembimbing: Lies Ariany, S.H., M.H.

Mekanisme pemberhentian hakim konstitusi telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Namun, problematika terkait
mekanisme pemberhentian hakim konstitusi tidak terlepas dari ketidaksempurnaan
aturan serta adanya pengaruh terhadap kepentingan politik yang berkuasa. Pada
tanggal 29 September 2022, DPR RI melaksanakan rapat paripurna untuk
memberhentikan hakim konstitusi usulannya, yaitu Aswanto. DPR RI beralasan
bahwa Hakim Aswanto kerap menganulir undang-undang yang dibuat oleh DPR RI
dan tindakan ini merupakan keputusan politik. Tindakan DPR RI tersebut
inkonstitusional prosedural karena tidak ditemukan peraturan perundang-undangan
yang menyatakan bahwa DPR RI mempunyai kewenangan untuk memberhentikan
hakim konstitusi. Selain itu, tidak adanya ketegasan dari Presiden yang seharusnya
melakukan penolakan dengan tidak menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres),
tetapi sebaliknya, Presiden menuruti permintaan DPR RI dengan menerbitkan
Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan olen Dewan Perwakilan Rakyat.
Dengan diterbitkannya Keppres tersebut yang substansinya merupakan manifestasi
tindakan DPR RI, yakni memberhentikan Hakim Aswanto maka Keppres tersebut
dapat dinyatakan sebagai produk hukum yang cacat formil maupun materil karena
telah bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui mekanisme pemberhentian hakim
konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dihubungkan dengan
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan akibat hukum yang terjadi dari
pemberhentian hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Penelitian
ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian ialah konflik norma
hukum, yakni keadaan suatu norma hukum sudah diciptakan, tetapi bertentangan
atau tidak sesuai terhadap norma hukum lainnya. Sesuai dengan sifat penelitian
hukumnya, yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang teknik
pengumpulannya lewat pengkajian dokumenter dan studi pustaka. Bahan hukum
yang didapat lalu dianalisis melalui analisis teks/isi (content analysis) berdasarkan
logika dan argumentasi hukum.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

DPR RI hanya berwenang untuk mengusulkan hakim konstitusi. Hal ini diatur pada
Pasal 71 huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi juga hanya mengatur terkait dengan pengajuan
hakim konstitusi. Artinya, partisipasi DPR RI kepada Mahkamah Konstitusi hanya
bersifat mengajukan hakim konstitusi. Sementara itu, pengaturan terkait
pemberhentian hakim konstitusi diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Ada 2 (dua) jenis
pemberhentian, yakni pemberhentian “dengan hormat™” dan “tidak dengan hormat”.
Namun, berbagai klasifikasi dalam Pasal 23 tersebut, Hakim Aswanto tidak
memenuhi salah satu dari klasifikasi tersebut sehingga pemberhentian Hakim
Aswanto oleh DPR RI tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Selanjutnya, Pasal
23 ayat (4) secara tegas menyatakan bahwa, “Pemberhentian hakim konstitusi
ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah
Konstitusi”. Namun, Hakim Aswanto diberhentikan melalui rapat paripurna yang
kemudian DPR RI mengajukan keputusannya tersebut kepada Presiden. Presiden
menuruti permintaan DPR RI dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor
114/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi
yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, secara prosedur,
pemberhentian Hakim Aswanto yang diajukan oleh DPR RI kepada Presiden telah
bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Hakim Aswanto
sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi yang dapat
diberhentikan “dengan hormat” sebagaimana yang termaktub dalam Keppres
tersebut. Namun, frasa yang terdapat dalam Keppres tersebut menyatakan bahwa
Hakim Aswanto diberhentikan “dengan hormat” sehingga Keppres tersebut dapat
dinyatakan inkonstitusional karena secara substansi telah melanggar Undang-
Undang Mahkamah Konstitusi.

Akibat hukum dari tindakan DPR RI dalam memberhentikan Hakim Aswanto yang
dilaksanakan, tetapi mengabaikan metode yang sudah ditetapkan oleh konstitusi
dan peraturan peraturan perundang-undangan tentu menyebabkan berbagai akibat
hukum yang negatif terhadap eksistensi kekuasaan kehakiman (lembaga peradilan),
khususnya Mahkamah Konstitusi itu sendiri, seperti: (1) telah mencederai prinsip
pemisahan kekuasaan antarcabang-cabang pemerintahan, (2) telah mencederai
prinsip checks and balances, (3) telah mencederai prinsip independensi kekuasaan
kehakiman, (4) terjadinya ketidakpastian hukum pada kekuasaan kehakiman, (5)
telah mencederai konsepsi negara hukum, dan (6) mengakibatkan indeks demokrasi
Indonesia akan semakin menurun. Oleh karena itu, mekanisme pengangkatan dan
pemberhentian hakim konstitusi sangat penting dilaksanakan dengan menerapkan
prinsip-prinsip objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka, sesuai prosedur, serta
tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu yang berupaya
mengintervensi kekuasaan kehakiman.
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ABSTRAK

Mekanisme pemberhentian hakim konstitusi seharusnya tunduk pada aturan hukum
mengenai syarat hakim konstitusi dapat diberhentikan dan pihak yang berwenang
untuk memberhentikan hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Namun
praktiknya, pemberhentian Hakim Aswanto dilakukan oleh lembaga pengusulnya,
yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Padahal, Pasal 23
ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 telah mensyaratkan pemberhentian
hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua
Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan
menganalisis kewenangan DPR RI dalam memberhentikan hakim konstitusi
berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan
pendekatan undang-undang dan konseptual melalui analisis teks secara sistematis.

DPR RI tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan hakim konstitusi,
hanya berwenang untuk mengajukan hakim konstitusi sebagaimana yang diatur
pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi. Pemberhentian Hakim Aswanto yang dilakukan oleh DPR RI dan
dilegitimasi oleh Presiden dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 114/P
Tahun 2022 tidak memiliki kekuatan hukum menjadi sebuah keputusan, selain
karena prosedur pembentukannya yang tidak melalui mekanisme yang benar, juga
secara materil mengandung cacat yuridis sebagai suatu keputusan.

Kata kunci (keyword): Pemberhentian Hakim Konstitusi, DPR RI, Keputusan
Presiden
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